
2020 
Evaluasi Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi 

Pengadilan Tinggi Agama Padang 
 

 

 

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG II-1 

 

BBAABB  IIII  

      TTEEKKNNIISS  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  

 

2.1 Pengertian  

2.1.1 Pengertian Umum 

 

1. Evaluasi Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi adalah pengolahan data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan pegawai dan persepsi korupsi pegawai Pengadilan Tinggi Agama 

Padang dan pegawai pengadilan agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang 

yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitif dan kualitas atas pendapat mereka 

dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

2. Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah. 

3. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

4. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Unit pelayanan publik adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Tinggi Agama 

Padang yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada 

penerima pelayanan. 

6. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi Pengadilan Tinggi Agama Padang yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

7. Penerimaan pelayanan publik adalah orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

8. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Pencari 

Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur 

penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

9. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai 

imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang 

besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



2020 
Evaluasi Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi 

Pengadilan Tinggi Agama Padang 
 

 

 

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG II-2 

 

10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan 

pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey Kepuasan Pencari 

Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada 

di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara 

pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

 

 

2.1.2 Unsur Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi 

A. Pelayanan Publik 

 

Survei pelayanan publik memiliki 20 indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran yang 

meliputi :  

▪ Pelayanan Publik 

• Prosedur Layanan 

1. Kejelasan prosedur pelayanan 

2. Kemudahan pemenuhan prosedur 

• Persyaratan Layanan 

3. Ketersediaan informasi persyaratan pelayanan 

4. Kemudahan pemenuhan persyaratan pelayanan 

• Biaya Layanan 

5. Ketersediaan informasi biaya pelayanan 

6. Kesesuaian biaya pelayanan 

• Waktu Layanan 

1. Ketersediaan informasi waktu/jam pelayanan 

2. Kesesuaian pelaksanaan waktu/jam pelayanan 

• Jangka Waktu Layanan 

3. Ketersediaan informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan 

10. Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan 

 

• Responsifitas Layanan 

11. Kecepatan petugas/aplikasi sistem pelayanan 

12. Ketersediaan petugas/aplikasi sistem pelayanan 
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• Kecakapan SDM 

13. Kemampuan petugas/keandalan aplikasi sistem pelayanan 

• Sarana/Prasarana Layanan 

14. Ketersediaan sarana dan prasarana/aplikasi sistem pelayanan 

15. Kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

16. Kemudahan penggunaan aplikasi sistem pelayanan 

• Fasilitas Pengaduan 

17. Ketersediaan sarana pengaduan 

18. Kemudahan akses sarana pengaduan 

19. Kemudahan melakukan pengaduan 

20. Kualitas penanganan pengaduan 

 

B. Persepsi Korupsi 

 

Survei persepsi korupsi juga memiliki 6 indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran 

yang meliputi :  

1. Integritas 

2. Diskriminasi 

3. Kecurangan 

4. Gratifikasi 

5. Pungli 

6. Percaloan 

 

2.2. Metodologi Penyusunan Evaluasi Pelayanan Publik dan Persepsi 

Korupsi 

 
a. Persiapan 

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi 

Keadilan meliputi; 

a. Penyusunan kuisioner 

Kuisioner dibagi atas 6 (enam) bagian yaitu : 

• Bagian I  :  Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang 

dilakukan oleh responden 
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• Bagian II :  Identitas responden,  meliputi : usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, pengguna layanan, bagian layanan dan 

jenis layanan 

• Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang 

memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap 

unsur-unsur pelayanan yang dinilai.  

• Bagian IV : Persepsi terhadap mutu pelayanan publik, pendapat 

penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan 

range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang 

ditanyakan. 

• Bagian V :  Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuisioner 

diisi oleh Pencari Keadilan, bagian ini tidak diisi). 

• Bagian VI  :  Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan. 

 

b. Penyusunan bentuk jawaban 

 1.  Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi 

Bentuk jawaban untuk menentukan survei ini melalui pertanyaan dari setiap 

unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada 

Pengadilan Tinggi Agama Padang mulai dari kategori sangat baik/sangat setuju 

sampai dengan sangat tidak baik/sangat tidak setuju.  

Untuk kategori sangat tidak baik/sangat tidak setuju diberi nilai persepsi 1, 

tidak baik/tidak setuju diberi nilai persepsi 2, kurang baik/ kurang setuju 

diberi nilai persepsi 3, agak baik/agak setuju diberi nilai persepsi 4, 

baik/setuju diberi nilai persepsi 5, sangat baik/sangat setuju diberi nilai 

persepsi 6. 

 

Contoh : 

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan : 

• Diberi nilai 1 (sangat tidak mudah) apabila dalam mendapatkan informasi 

pelayanan sama sekali tidak tersedia di seluruh media. 

• Diberi nilai 2 (tidak mudah) apabila dalam mendapatkan informasi 

pelayanan tidak tersedia di seluruh media. 

• Diberi nilai 3 (kurang mudah) apabila dalam mendapatkan informasi 

pelayanan sudah tersedia namun masih belum mudah mendapatkannya. 
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• Diberi nilai 4 (agak mudah) apabila pelaksanaan dalam mendapatkan 

informasi pelayanan sudah tersedia namun kurang up to date dan masih 

perlu diefektifkan. 

• Diberi nilai 5 (mudah) apabila pelaksanaan dalam mendapatkan informasi 

pelayanan sudah tersedia sudah up to date tetapi masih perlu diefektifkan. 

• Diberi nilai 6 (sangat mudah) apabila dalam mendapatkan informasi 

pelayanan sangat mudah, tersedia dibanyak media informasi dan up to 

date. 

 

2.   Persepsi  

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan 

unit pelayanan publik sesuai dengan persepsi dan harapannya. Range nilai 

jawaban  adalah  1 (satu) sampai 6 (enam). 

Maksud dari nilai persepsi adalah nilai yang diberikan oleh responden 

terhadap persepsi/yang dirasakan responden terhadap mutu pelayanan saat 

ini di unit terkait. 

 

3.   Saran Perbaikan 

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan 

Tinggi Agama Padang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari 

Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

 

c. Penetapan responden dan  lokasi 

i. Jumlah responden 

Responden dipilih secara acak (purposive sampling) yang ditentukan sesuai 

dengan cakupan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Untuk memenuhi 

akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan 

dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar: 

S = (λ2. N. P. Q)/(d2 (N-1) + λ2. P. Q) 

 

Jumlah pegawai PTA Padang dan pegawai pengadilan agama dilingkungan PTA 

Padang adalah 428 tidak termasuk tenaga honorer. Untuk maksimalisasi hasil 

penilaian, semua populasi ini diundang untuk mengisi survey termasuk tenaga 

honorer yang berjumlah xxx sehingga populasi survey ini berjumlah xxxx. 
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Kemudian dilihat pada table sampel Morgan dan Krejcie, untuk populasi 

berjumlah xxx, sampelnya berjumlah xxxxxxx. Sedangkan jumlah rensponden 

berjumlah 537, karena sudah memenuhi tabel sampel Morgan dan Krejcie, 537 

data ini diolah dalam membuat laporan. 

 

 

 

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan di tempat masing-masing secara online 

menggunakan e-survey, mulai tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 20 

Maret 2020 pukul 17.00 WIB. 

 

iii. Target responden   

Secara garis besar target responden adalah pegawai PTA Padang dan pegawai 

pengadilan agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang kemudian 

ditambah dengan tenaga honorer. 

 

d. Penyusunan Jadwal 

No Waktu Jadwal 

1 Menyusun instrumen survey 18 Maret 2020 

2 Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel 18 Maret 2020 

3 Menentukan responden 18 Maret 2020 

4 Melaksanakan survey 18-20 Maret 2020 

5 Mengolah hasil survey 23-30 Maret 2020 

6 Menyajikan dan melaporkan hasil 30 Maret 2020 

 

 

b. Pengumpulan data 

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi 

dengan survey secara elektronik (e-survey) kepada seluruh pegawai PTA Padang dan 

pegawai pengadilan agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang termasuk 

tenaga honorer. 

 

c. Pengolahan Data 
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Nilai survey dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing 

unsur pelayanan.  Dalam perhitungan Evaluasi Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi 

terhadap masing-masing 20 unsur pelayanan untuk pelayanan publik dan 6 unsur untuk 

persepsi korupsi yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

Untuk memperoleh nilai, baik IPK (Indeks Persepsi Korupsi) maupun IKM (Indeks 

Kepuasan Masyarakat) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata 

tertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Pelayanan Publik dan 

Persepsi Korupsi yaitu antara 10-100 maka hasil penilaian tersebut diatas 

dikonversikan dengan nilai dasar 10, dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

Mengingat unit pelayanan mempunyai karateristik yang berbeda-beda, maka setiap 

unit pelayanan dimungkinkan untuk: 

• Menambah unsur yang dianggap relevan 

• Memberikan bobot yang berbeda terhadap 20 unsur yang dominan dalam unit 

pelayanan publik dan 6 unsur dalam anti korupsi, dengan catatan jumlah bobot 

seluruh unsur tetap 1 

 

 

 

 

d. Analisa Data 

 

(IPK/ IKM Unit Pelayanan ÷ 6) x 10 
 

  

Bobot nilai rata-rata tertimbang Pelayanan Publik =  =  = 0.05 Bobot nilai rata-rata tertimbang Persepsi Korupsi =  =  = 0.17 
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Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan 

Microsoft Excel.  Pengolahan data akan menghasilkan output: 

 

NILAI INTERVAL 

KONVERSI SKM 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

25,00-64,99 D Tidak baik 

65,00-76,60 C Kurang baik 

76,61-88,30 B Baik 

88,31-100,00 A Sangat baik 

 

 

e. Evaluasi dan Program 

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survei Pelayanan Publik dan Persepsi 

Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Tim Survei Pelayanan Publik dan Persepsi 

Korupsi akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan 

terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang kepada 

Pencari Keadilan.  


